
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1337, 2016 KEMHUB. Bandar Udara DEO. Standar 

Pelayanan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR PM 106 TAHUN 2016 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA  

BANDAR UDARA DOMINE EDUARD OSOK (DEO) SORONG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar 

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 

kewenangannya; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas 

pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong diperlukan adanya 

Standar Pelayanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard 

Osok (DEO) Sorong melalui Peraturan Menteri 

Perhubungan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

407); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 

Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4146); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4616); 
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9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 

tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum;  

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 

2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar 

Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 663); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar 

Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1771); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR 

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOMINE EDUARD 

OSOK (DEO) SORONG. 
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Pasal 1 

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong merupakan pedoman 

pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) 

Sorongdalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait 

bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan 

ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum 

diusahakan secara komersial. 

 

Pasal 2 

(1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong meliputi: 

a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang; 

b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan 

Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U); 

c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam 

Operasi Bandar Udara; 

d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif 

(Alternate Aerodrome); 

e. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan 

Keberangkatan; 

f. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara; 

g. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di 

Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan 

h. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan 

terbatas. 

(2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard 

Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu: 

a. Dasar Hukum; 

b. Persyaratan; 

c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 

d. Jangka Waktu Penyelesaian; 
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e. Biaya/tarif; 

f. Produk Pelayanan; 

g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas; 

h. Kompetensi Pelaksana; 

i. Pengawasan Internal; 

j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 

k. Jumlah Pelaksana; 

l. Jaminan Pelayanan; 

m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan 

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana. 

(3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong yang diterapkan pada 

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 3 

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017. 

 

Pasal 4 

(1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong yang 

telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara 

berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. 

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard 

Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan kepada Menteri Perhubungan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal 5 September 2016 

 

    MENTERI PERHUBUNGAN 

    REPUBLIK INDONESIA, 

 

                   ttd 

 

            BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 6 September 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 106 TAHUN 2016 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT 

PENYELENGGARA  

BANDAR UDARA DOMINE EDUARD OSOK (DEO) SORONG 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan 

fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok 

(DEO) Sorong, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara 

lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan 

pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan 

keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk 

menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan 

penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam 

memberikan layanan yang bermutu. 

Dalam mengemban misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong membutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasaranayang memadai. 

Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sangat terkait erat 

dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan 

keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dikategorikan sebagai 

pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, 

dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya. 

Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong mempunyai tugas pokok dan fungsi 

yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan 

dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan 

yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine 
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Eduard Osok (DEO) Sorong adalah untuk menjamin keandalan 

operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, 

termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya 

untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan 

keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun 

sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana telah diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam 

pencapaiannyayaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, 

ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek 

legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik 

kepada pelanggan. 

 

B. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud 

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong adalah 

untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam 

melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar 

udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan 

yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan berorientasi pada kepuasan 

pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini  adalah agar 

pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard 

Osok (DEO) Sorong dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu 

bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, 

keselamatan dan ketertiban penerbangan. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong meliputi: 

a. Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine 

Eduard Osok (DEO) Sorong saat ini (kondisi bandar udara dan jenis 

pelayanannya); 

b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara; 

c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara. 

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu : 

1. Dasar Hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

4. Jangka Waktu Penyelesaian 

5. Biaya/tarif 

6. Produk Pelayanan 

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

8. Kompetensi Pelaksana 

9. Pengawasan Internal 

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

11. Jumlah Pelaksana 

12. Jaminan Pelayanan 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.1337  -10- 

BAB II 

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 

 

A. Pengertian 

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur; 

2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi 

keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar 

Pelayanan; 

3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum 

yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik 

secara langsung maupun tidak langsung; 

4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan 

masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan; 

5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-

undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan 

publik. 

6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan 

publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, 

Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 
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organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan pelayanan publik; 

 

B. Prinsip. 

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar 

Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 

mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan 

biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 

2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, 

persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 

3. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan 

masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan 

keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan secara konsisten kepada 

pihak yang berkepentingan. 

5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan 

perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 

6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses 

oleh seluruh masyarakat. 

7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental. 

C. Komponen 

  Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan 

unsur-unsur administrasi dan  manajemen yang menjadi bagian dalam 

sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

  Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap 

Standar Pelayanan dipersyaratkan  harus mencantumkan komponen 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar penyelenggaraan pelayanan. 
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2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis 

maupun administratif. 

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan. 

4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, 

adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara 

pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok 

rentan. 

8. Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

pengalaman. 

9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 

atasan langsung pelaksana. 

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara 

pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

11.  Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan 

beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang 

melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 

12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, 

dan keragu-raguan. 

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui 

seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan. 
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Dalam  penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar 

Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 

komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik 

pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan 

untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan 

Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan 

Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan 

perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan 

penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar 

Teknis Sektor, Standar Operating Procedures (SOP) dan Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.1337  -14- 

BAB III 

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI 

 

 Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar 

udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, 

mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau 

kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi 

manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang 

akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-

unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: 

kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, 

serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode 

yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan 

pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; 

mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan 

dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari 

penyelenggaraan pelayanan bandar udara. 

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan 

pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar 

Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar 

pelayanan, antara lain meliputi: 

a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan; 

b. Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait; 

c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu; 

d. Sarana prasarana dan anggaran; 

e. Jumlah dan kompetensi SDM; 

f. Pengawasan internal; 

g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 

h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan 

i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan  

 

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan 

langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat 

bantu Lembar Kerja, sebagai berikut: 
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A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM 

KELEMBAGAAN 

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa 

pertanyaan, antara lain : 

1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan; 

2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja 

pelayanan); 

3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari 

kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini; 

4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses 

penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun 

Standar pelayanannya; 

5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan 

kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun 

Standar pelayanannya. 
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